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ABSTRAK

Pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh rakyat merupakan perwujudan
daripada hak konstitusional warga negara dalam hal berbangsa dan bernegara, dan
perwujudan kewajiban konstitusional dalam hal kewajiban mematuhi dan
menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan kesepakatan
bersama yang tertuang dalam konstitusi. Tujuan penelitian ini mengetahui dan
menganalisis politik hukum pengisian jabatan Gubernur berdasarkan Pasal 18 Ayat
4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengetahui
dan mengkaji sistem pengisian jabatan Gubernur sebagai Kepala Pemerintahan
Daerah Provinsi dalam peraturan perundang-undangan. Metode peneltiian ini
menggunakan jenis penelitian hukum normatif, Dalam penelitian ini, pendekatan
yang digunakan adalah perundang-undangan (statue approach). Berdasarka hasil
penelitian bahwa rumusan Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 bersifat open texture
dan opened legal policy, kepala daerah merupakan chief of local government, wajib
ada kepala daerah dan jumlahnya 1, wakil kepala daerah tidak wajib ada, kepala
daerah wajib dipilih secara demokratis, calon kepala daerah tidak harus diajukan
oleh partai politik, kepala daerah terpilih cukup memperoleh simple majority suara
dan wakil kepala daerah tidak wajib dipilih secara demokratis. Sistem pengaturan
pengisian jabatan gubernur sebagai kepala pemerintahan ke depan sesuai dengan
Pasal 18 Ayat (4) UUD Negara Repoblik Indonesia Tahun 1945 adalah pemilihan
secara langsung yang merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, dengan memberi
ruang kepada daerah untuk melakukan pemilihan tidak langsung/ perwakilan oleh
DPRD.

Kata kunci: Politik Hukum, Pengisian Jabatan, Gubernur, UUD
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ABSTRACT

The election of regional heads carried out by the people is a manifestation of the
constitutional rights of citizens in terms of nation and state, and the manifestation
of constitutional obligations in terms of the obligation to comply with and carry out
national and state life based on a mutual agreement stated in the constitution. The
purpose of this study is to find out and analyze the legal policy of filling the position
of Governor based on Article 18 Paragraph 4 of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia and to find out and study the system of filling the position of
Governor as Head of the Provincial Government in laws and regulations. This
research method uses a normative legal research type. In this study, the approach
used is legislation (statue approach). Based on the results of the study, the
formulation of Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia is open texture and opened legal policy, the regional head is the chief of
local government, there must be a regional head and the number is 1, a deputy
regional head is not required, the regional head must be elected democratically,
regional head candidates do not have to be proposed by political parties, the
elected regional head is sufficient to obtain a simple majority of votes and the
deputy regional head is not required to be elected democratically. The system for
regulating the filling of the position of governor as head of government in the future
in accordance with Article 18 Paragraph (4) of the 1945 Constitution of the
Republic of Indonesia is direct elections which are a manifestation of the
sovereignty of the people, by providing space for regions to carry out
indirect/representative elections by the DPRD.

Keywords: Legal Politics, Filling of Positions, Governor, UUD
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